BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 43.9% /404.101.2/B/2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar kegiatan yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga

Berencana Subbidang Keluarga Berencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi,

perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan
Dana  Bantuan  Operasional Keluarga Berencana
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tahun Anggaran 2022,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional

Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Perkembangan  Kependudukan Dan Pembangunan
Keluarga Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5080);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa  kali  diubah terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

14. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 83);

17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 216);

18. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/117.B/404.012/2021 tentang Standar Satuan
Harga Barang/ Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana lingkup
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

Petunjuk  Pelaksanaan Dana  Bantuan  Operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Biaya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana,;

b. Biaya Operasional Pelayanan Keluarga Berencana;

c. Biaya Operasional Penggerakan di Kampung Keluarga
Berencana;

d. Biaya Operasional Penanganan stunting;

e. Biaya Operasional Pembinaan program Bangga Kencana
oleh kader; dan

f. Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.



KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal € lawar 2012
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban,Kadin, Kasat, Kabag, kakan,
dan Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
2. Masing-masing Balai Penyuluh Keluarga Berencana
Tingkat Kecamatan yang bersangkutan.




